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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam audit laporan 

keuangan Puskesmas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan serta mengkaji 

keterkaitannya dengan konsep akuntansi terpadu dan audit sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan teknik observasi partisipatif dan wawancarasemi – terstruktur. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa implementasi KKP telah sesuai dalam aspek dokumentasi auditdan triangulasi bukti namun masih belum 

optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi terpadu. Auditor masih 

menghadapi keterbatasan sistem manual yang menyulitkan integrasi data dan efektivitas audit. Temuan ini 

menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi akuntansi dan pelatihan auditdigital untuk meningkatkan 

kualitas auditsektor publik di Puskesmas, Artikel ini memberikan kontribusi dalam menjembatani teori dan 

praktik audit sektor publik berbasis pengalaman empiris. 

Kata Kunci: Akuntansi Terpadu, Audit Sektor Publik,Kertas Kerja Pemeriksaan, Observasi, Wawancara 

 

Abstract 

This article aims to analyze the implementation of the Audit Working Papers (KKP) in the audit of Puskesmas 

financial statements by the Public Accounting Firm (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar and Partners and to 

examine its relevance to the concepts of integrated accounting and public sector auditing. This study employs a 

qualitative approach using participatory observation and semi-structured interviews. The results indicate that the 

implementation of the AWP has been appropriate in terms of audit documentation and evidence triangulation; 

however, it remains suboptimal in the utilization of information technology and the application of integrated 

accounting systems. Auditors still face limitations in manual systems that hinder data integration and audit 

effectiveness. These findings emphasize the importance of strengthening accounting information systems and 

digital audit training to improve the quality of public sector audits at Puskesmas. This article contributes to 

bridging the gap between theory and practice in public sector auditing based on empirical experience. 

Keywords: Audit Working Papers,  Integrated Accounting, Interviews, Public Sector Audit, Observations 

1. PENDAHULUAN 

Audit laporan keuangan pada sektor publik menjadi semakin krusial seiring meningkatnya tuntutan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Puskesmas, sebagai penyedia layanan kesehatan 

dasar yang sebagian besar didanai oleh anggaran pemerintah, wajib menyusun laporan keuangan yang andal dan 

sesuai standar. Untuk itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) berperan dalam memastikan kewajaran laporan tersebut 

melalui audit yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, salah satunya melalui Kerta Kerja Pemeriksaan 

(KKP). 

 KKP tidak hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga representasi dari seluruh proses audit yang 

mencakup pengumpulan bukti, pelaksanaan prosedur, dan kesimpulan yang diambil auditor. Dalam beberapa 

tahun terakhir, meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor publik, 

khususnya pada Puskesmas yang berstatus BLUD, mendorong perlunya sistem audit yang terdokumentasi secara 

memadai [1]. Fenomena penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaporan keuangan pada sejumlah Puskesmas 

menjadi sorotan, seperti kasus perbedaan pelaporan realisasi anggaran dengan kondisi fisik program kesehatan 

yang ditemukan oleh BPK dalam LHP tahun 2023. Berdasarkan IHPS II BPK RI Tahun 2023, ditemukan kasus 

di Provinsi Sulawesi Selatan dimana realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas melebihi  
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anggran tahun sebelumnya dan bahkan direalisasikan tanpa anggaran Tahun 2023. Selain itu, terdapat retribusi 

pelayanan senilai lebih Dari Rp 58 juta yang tidak dipungut dan dana administrasi yang belum disetor sesuai 

mekanisme [2]. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi Kertas Kerja Pememriksaan (KKP) sebagai alat 

kontrol dan evaluasi akuntabilitas publik. Dalam konteks Puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD), auditor dituntut memahami keterkaitan antar siklus akuntansi, pengelolaan dana kapitasi, serta 

pelaporan berbasis akrual. Disinilah peran akuntansi terpadu menjadi penting sebagai fondasi evaluasi antar 

laporan seperti neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas.  

 Selain itu, audit sektor publik memiliki kekhususan tersendiri dibanding sektor swasata, seperti 

perlunya pemahaman atas regulasi keuangan pemerintah, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta 

program, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pemeriksaan akuntansi sektor publik tidak hanya menilai 

aspek teknis, tetapi juga memastikan tercapainya tata kelola yang baik dalam layanan publik. Oleh karena itu, 

integrasi antara teori dan praktik melalui pengalaman langsung di lapangan mejadi penting untuk menjembatani 

pemahaman mahasiswa akuntansi dalam menghadapi kompleksitas audit sektor publik atau berbasis simulasi, 

sedangkan artikel ini menyajikan praktik audit nyata melalui partisipasi langsung pada KAP yang menangani 

audit keuangan Puskesmas secara langsung. Pendekatan naratif-kritis berbasis pengalaman ini memberikan 

kontribusi unik dalam memperlihatkan bagaimana teori audit dan praktik akuntansi publik bersinergi di ranah 

professional.  

Temuan dari penelitian sebelumnya [3] menunjukkan bahwa digitalisasi laporan keuangan pada 

Puskesmas berperan dalan meningkatkan kualitas pelaporan dan meminimalkan kesalahan. Namun, 

penerapannya belum merata di seluruh daerah, sehingga diperlukan dukungan audit berbasis KKP yang 

sistematis. Oleh karena itu, artikel ini menjadi relevan untuk memperkuat literatur audit sektor publik berbasis 

pengalaman empiris. Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya pengendalian internal dan kompetensi 

SDM dalam menentukan kualitas laporan keuangan, terutama di Puskesmas. [4] menemukan bahwa audit 

internal secara signifikan memperkuat hubungan antara pegendalian internal, kompetensi SDM, dan kualitas 

laporan keuangan di Puskesmas Lamongan. Selain itu, studi [5] pada BPKAD Surabaya menunjukkan bahwa 

penerapan E-Accounting meningkatkan efetivitas, kecepatan , dan akurasi pelaporan keuangan daerah. Temuan 

mendukung pentingnya integrasi antara mekanisme audit (KKP), SDM dan teknologi informasi dalam 

meningkatkan akuntabilitas keuangan sektor publik.  

 Artikel ini disusun berdasarkan partispasi langsung penulis pada KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan 

Rekan, dan akan membahas bagaimana penerapan KKP dilakukan dalam praktik audit Puskesmas serta 

bagaimana kasus akuntansi terpadu dan pemeriksaan sektor publik tercermin dalam proses tersebut. 

1.1 Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

KKP merupakan dokumentasi sistematis yang disusun auditor untuk mencatat seluruh aktivitas audit, 

bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil selama proses audit. KKP menjadi dasar penilaian 

kualitas audit serta alat pengawasan dan pertanggungjawaban [6]. Dalam konteks audit sektor publik, 

KKP digunakan untuk menjamin bahwa prosedur pemeriksaan sesuai dengan Stadar pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN), dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Penelitian oleh [7] menunjukkan 

bahwa penerapan KKP tidak hanya memperkuat dokumentasi administratif, tetapi juga berperan 

sebagai media akuntabilitas, meningkatkan efisiensi audit, dan memperkecil risiko temuan berulang di 

sektor publik. Hal ini mendukung pentingnya KKP sebagai aspek krusial dalam pemeriksaan entitas 

pelayanan publik seperti Puskesmas. 

1.2 Kasus Akuntansi Terpadu 

Akuntansi terpadu menekankan keterkaitan antar laporan keuangan dan siklus transaksi, seperti 

hubungan antara pendapatan, pengeluaran, arus kas, dan neraca. Dalam audit Puskesmas, pemahaman 

menyeluruh terhadap akuntansi terpadu diperlukan karena pengelolaan dana seperti kapitasi dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) membutuhkan pelaporan yang akurat dan saling mendukung. [8] menyatakan 

bahwa penerapan sistem informasi akuntansi terpadu dapat meningkatkan efiensi layanan kesehatan dan 

keakuratan pelaporan keuangan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oleh karena itu, 

integrase pendekatan akuntansi terpadu dalam audit KKP memperkuat relevansi dan ketepatam 

prosedur audit. 
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1.3 Pemeriksaan AKuntansi Sektor Publik 

Audit sektor publik memiliki karakteristik berbeda dengan sektor swasta, diantaranya menyangkut 

aspek kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, transparansi penggunaan dana publik, dan efektivitas 

pelayanan. Menurut [9], pemeriksaan entitas publik seperti Puskesmas harus memperhatikan 

pengelolaan dan transfer seperti DAK dan BOK, serta memastikan akuntabilitas atas belanja publik 

yang dilakukan. 

Lebih lanjut [3] menekankan bahwa digitalisasi laporan keuangan pada Puskesmas memperkuat kualitas 

pelaporan dan mendorong tercapainya transparansi. KKP menjadi alat yang relevan untuk mencatat, 

menilai, dan mengawasi kualitas pelaporan digital tersebut. 

2. METODE PENELITIAN 

Menurut [10] metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

tujuan dan kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena melalui metode khusus, sehingga menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan 

penyebab serta proses terjadinya fenomena pada objek penelitian [11]. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi wawancara dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung 

antara peneliti dan informan yang dipilih, sedangkan observasi partisipatif melibatkan peneliti secara aktif dalam 

kegiatan objek penelitian, tidak hanya sebagai pengamat [10]. Proses analisis data dilakukan secara sistematis 

untuk mengidentifikasi dan menyusun kembali informasi yang diperoleh agar lebih mudah dipahami. Penelitian 

ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menerapkan beberapa tahapan dalam pengolahan data yang telah 

dikumpulkan [12].  

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam Audit Puskesmas 

Selama pelaksanaan magang di Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan, 

penulis terlibat langsung dalam proses audit laporan keuangan Puskesmas. Proses audit diawali dengan 

penyusunan KKP sebagai dokumentasi atas prosedur, bukti, serta kesimpulan audit. 

KKP yang digunakan disusun secara sistematis dengan struktur (1) lembar program kerja audit, (2) 

kertas kerja analitis, (3) bukti transaksi, (4) catatan temuan selama pelaksanaan audit 

Setiap dokumen diberi kode indeks untuk memudahkan penelusuran dan review oleh auditor junior dan 

dibantu auditor senior. Salah satu contoh temuan yang tercatat adalah ketidaksesuaian nilai persediaan 

antara laporan keuangan dan hasil stock opname yang kemudian direkomendasikan untuk diperbaiki 

dalam sistem pencatatan. 

Penerapan ini sejalan dengan temuan [1] bahwa KKP berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, 

tetapi juga sebagai media akuntabilitas yang membantu auditor menelusuri setiap langkah pemeriksaan 

dengan tepat. Selain itu, penggunaan KKP mendukung efektivitas pengendalian mutu audit dan menjadi 

acuan utama dalam penyusunan laporan audit. 

3.2 Integrasi Kasus Akuntansi Terpadu dalam Proses Audit 

Audit terhadap Puskesmas tidak hanya berfokus pada satu akun tertentu, tetapi mencakup keterkaitan 

antara berbagai bagian laporan keuangan, seperti belanja operasional, arus kas, dan neraca. Dalam 

praktiknya, penulis menganalisis bagaimana transaksi pembelian obat (pengeluaran kas dan pencatatan 

persediaan) memengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. 

Contoh konkret ditemukan saat pengujian belanja barang habis pakai, dimana pencatan atas 

pengeluaran kas tidak disertai dengan pencatatn persediaan secara memadai. Hal ini menunjukkan 

perlunya penguatan akuntansi terpadu, agar laporan keuangan mencerminkan kondisi riil dan saling 

mendukung antar bagian. 

Temuan ini mendukung [2] yang menegaskan bahwa sistem informasi berbasis akuntansi terpadu dapat 

meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor kesehatan. 
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3.3 Pemeriksaan Akuntansi Sektor Publik untuk Meningkatkan Transparansi 

Sebagai entitas sektor publik, Puskesmas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 

kepada publik dan regulator. Selama berpatisipasi aktif di KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan, 

penulis turut serta dalam audit terhadap penggunaan Dana Alokasi Kusus (DAK) dan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK). Salah satu isu yang muncul adalah perbedaan antara realisasi anggaran 

dan laporan kegiatan fisik. 

Auditor mencatat temuan ini dalam KKP dan memberikan rekomendasi perbaikan berupa penyusunan 

laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat dan terdokumentasi. Selain itu, terdapat dorongan dari 

auditor agar Puskesmas beralih dari sistem manual ke sistem BLUD digital untuk meningkatkan 

akuntabilitas.  

Hal ini mendukung temuan [3] yang menekankan bahwa pemeriksaan akuntansi sektor publik 

mendorong penerapan standar akuntansi pemerintah dan penguatan pengendalian internal. [3]  juga 

menekankan pentingnya digitalisasi laporan keuangan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas 

pelaporan. 

4. PENGUJIAN 

Pengujian dalam artikel ini dilakukan dengan membandingkan praktik implementasi Kertas Kerja 

Pemeriksaan(KKP) oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan dengan 

prinsip – prinsip ideal audit sektor publik berdasarkan literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Terdapat empat 

aspek utama yang diuji yaitu penyusunan dan dokumentasi KKP, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan 

akuntansi terpadu, dan proses triangulasi bukti audit. Aspek pertama yang diuji adalah penyusunan dan 

dokumentasi KKP. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan auditor senior, diketahui bahwa KKP 

disusun secara sitematis mengikuti alur prosedur audit, mulai dari identifikasi akun hingga pengumpulan dan 

evaluasi bukti audit. KKP juga mencatat temuan – temuan material serta menyajikan simpulan pemeriksaan 

akhir. Praktik ini sejalan dengan temuan [7] yang menyatakan bahwa “KKP yang disusun secara runtut dan 

terdokumentasi dengan baik dapat meningkatkan kualitas audit dan akuntabilitas auditor terhadap setiap 

keputusan audit yang diambil”. Dengan demikian, pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa implementasi KKP 

telah sesuai dengan praktik terbaik yang disarankan dalam literatur. Aspek kedua menyangkut pemanfaatan 

teknologi informasi dalam proses audit. Meskipun auditor telah menggunakan format dokumen yang terstruktur, 

sebagian besar proses pencatatan dan pengumpulan data audit masih dilakukan secara manual. Keterbatasan 

penggunaan perangkat digital serta kurangnya sistem informasi audit berbasis cloud menjadi  kendala dalam 

efisiensi pelaksanaan audit. Sedangkan menurut [13] “proses audit jarak jauh maupun on-site akan lebih efisien 

dan akurat bila didukung oleh kesiapan SDM, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem manajemen audit 

berbasais digital”. Oleh karena itu, aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan praktik 

audit digital yang saat ini diadopsi luas dalam sektor publik. Selanjutnya, pada aspek penerapan akuntansi 

terpadu, ditemukan bahwa Puskesmas sebagai objek audit belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi 

akuntansi yang terintegrasi antar unit dan akun. Hal ini disampaikan oleh auditor junior yang menyebut bahwa 

pencatatan transaksi masih dilakukan secara terpisah dan manual. Hal ini berbeda dengan rekomendasi [14] yang 

menyebutkan bahwa “penggunaan sistem informasi yang terintegrasi membantu auditor dalam melakukan 

penelusuran data dan mengurangi risiko salah saji laporan keuangan”. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

akuntansi terpadu di lapangan belum berjalan optimal dan masih membutuhkan perbaikan infrastruktur sistem. 

Terakhir, aspek yang diuji adalah triangulasi bukti audit. Berdasarkan observasi, auditor memadukan hasil 

wawancara dengan manajemen, observasi lapangan (seperti stock opname), dan dokumen formal dalam KKP 

untuk memperkuat temuan. Teknik ini dinilai telah sesuai dengan prinsip audit sektor publik sebagiamana 

dikemukakan oleh [15] yang menegaskan bahwa “keberhasilan audit publik terletak pada kemampuan auditor 

untuk menggabungkan temuan dokumen, observasi lapangan, dan komunikasi langsung dalam satu sistem 

dokumentasi yang utuh”. Dengan demikian aspek triangulasi dapat dinilai telah sesuai dan dilaksanakan secara 

memadai. Secara keseluruhan, pengujian ini menunjukkan bahwa implementasi KKP oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan telah sesuai dengan literatur pada aspek dokumentasi dan 

triangulasi bukti audit. Namun masih diperlukan penguatan pada aspek pemanfaatan teknologi informasi dan 

penerapan sistem akuntansi terpadu agar kualitas audit dapat ditingkatkan lebih lanjut. 
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5. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama keterlibatan aktif dalam proses 

audit di Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan, dapat disimpulkan bahwa Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP) memegang peranan penting dalam mendukung kualitas audit laporan keuangan Puskesmas. 

KKP tidak hanya menjadi media dokumentasi, tetapi juga alat evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap 

seluruh prosedur audit yang dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan KKP telah sesuai dalam 

aspek penyusunan sistematis dan triangulasi bukti audit, namun masih ditemukan keterbatasan dalam 

penggunaan teknologi informasi dan sistem akuntansi yang terintegrasi. Puskesmas sebagai objek audit belum 

sepenuhnya menggunakan sistem informasi digital, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan konsistensi 

data. Dari sisi akuntansi terpadu, keterakitan antar laporan keuangan belum sepenuhnya tercermin, khususnya 

dalam pencatatan persediaan dan arus kas. Sementara itu, pada aspek pemeriksaan akuntansi sektor publik, 

ditemukan pentingnya pemahaman atas regulasi dana publik seperti DAK dan BOK agar auditor dapat 

memberikan rekomendasi yang tepat dan akuntabel. Oleh karenaitu, integrasi antara praktik audit lapangan dan 

teori akuntansi publik menjadi penting dalam memperkuat kompetensi auditor, khususnya dalam menghadapi 

tantangan audit di sektor publik. Artikel ini menyarankan peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan KKP 

berbasis digital serta digitalisasi sistem informasi keuangan pada entitas layanan publik. 
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